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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBREBES

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 362 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan

Website dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Brebes dipandang perlu

menunjuk dan menetapkan Operator Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes tentang Penetapan Pertugas

Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Brebes;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843);
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum,
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keija

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di

ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1505);

8.

9.

Pemilihan

idih.kpu.ao.id/iateno/brebes



- 4 -

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

lO/hk.04/08/2022 tentang

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Brebes Nomor 010 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Brebes Tahun 2022 sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Brebes Nomor 361 Tahun 2023

tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor

010 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;

Pedoman Tekni s

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PENETAPAN PETUGAS OPERATOR JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Menetapkan Operator Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes, yaitu:

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Hariman Nugroho
Laki'Laki

Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Masyarakat
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KEDUA Tugas pokok sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU,

yaitu:

1. menyiapkan bahan materi/konten yang akan

diunggah/di isi kedalam laman Website dan Media

Sosial JDIH KPU Kabupaten Brebes;

2. updating dan mengunggah informasi/produk

hukum pada laman Website dan Media Sosial JDIH

KPU Kabupaten Brebes;

3. melakukan evaluasi per-semester dan laporan

tahunan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Operator JDIH sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Brebes.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tandai ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBREBES

B^an Hukum dan SDM
K

^ SeKRETARI^T

f«WRIPK RITANTO
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